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Krisis duniayang terjadi padatahun 2021 berakibat langsung terhadap industri minyak kelapa sawit (crude
pam oil). Di Indonesia sendiri peristiwa ini menyebabkan tingginya permintaan ekspor minyak goreng
sawit Indonesia dari berbagai negara sehingga pelaku usaha lebih memilih untuk melakukan ekspor hasil
produksinya. Hal ini menyebabkan pasokan dalam negeri menjadi berkurang. Kondisi makin diperparah
dengan adanya pihak dalam alur distribusi yang tidak bertanggung jawab melakukan praktik penimbunan
dan mengakibatkan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Terdapat hak konsumen yang dilanggar
dalam peristiwaini sehingga penting untuk mengetahui pengaturan perlindungan konsumen dalam undang-
undang yang dapat diterapkan. Berdasarkan pengaturan tersebut, dapat diketahui pula sanksi bagi pelaku
usaha yang melakukan praktik penimbunan minyak goreng. Penulis menggunakan metode yuridisnormatif
dalam penelitian ini dengan menelaah asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis terkait perlindungan
konsumen dan kelangkaan minyak goreng sebagai bahan kebutuhan pokok masyarakat. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa praktik penimbunan yang menyebabkan kelangkaan dan tingginya harga minyak
goreng melanggar hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Selain itu, pengaturan mengenai distribusi perdagangan bahan pokok diatur pula
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2012 tentang Pangan. Meskipun begitu, tetap dibutuhkan pengaturan yang lebih spesifik mengenai persenan
jumlah cadangan persediaan minyak goreng yang dimiliki oleh para produsen minyak goreng sehingga
pada saat terjadi kelangkaan minyak goreng, para produsen dapat mengedarkan cadangan persediaan
tersebut ke masyarakat. Selain itu, dalam pembentukan kebijakan, Pemerintah hendaknya melibatkan unsur
masyarakat dan pihak terkait sehingga memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat serta
menciptakan kebijakan yang tepat sasaran.

...... The world crisisthat occurred in 2021 had a direct impact on the palm oil industry (crude palm ail). In
Indonesia, this event has caused a high demand for exports of Indonesia palm cooking oil from various
countries so that business actors prefer to export their products. This causes domestic supply to decrease.
The condition is exacerbated by the presence of irresponsible elementsin the distribution channel who
practice hoarding practices and result scarcity and high prices for cooking oil. There were consumer rights
that were violated in this event, so it isimportant to know the consumer protection arrangementsin
applicable laws. Based on this arrangement, sanctions can also be identified for business actors who practice
cooking oil hoarding. The author uses the juridical-normative method in this study by examining legal
principles and written legal sources related to consumer protection and the scarcity of cooking oil as abasic
need for society. The result of the research shows that hoarding practices that |ead to scarcity and high prices
for cooking oil violate consumer rights regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer


https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920521944&lokasi=lokal

Protection. In addition, arrangements regarding the distribution of trade in staple goods are also regulated in
Law Number 7 of 2014 concerning Trade and Law Number 18 of 2012 concerning Food. Even so, more
specific arrangements are still needed regarding the percentage of cooking oil reserves owned by cooking oil
producers so that when there is a scarcity of cooking oil, producers can circul ate these stock reserves to the
public. In addition, in policy information, the government should involve elements of the community and
related parties asto fulfill the sense of justice desired by people and create policies that are right on target.



